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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE
IMPLEMENTATION, EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL
SYSTEM AND COMPLIENCE OF ACCOUNTING REGULATION TO
TENDENCY OF ACCOUNTING FRAUD IN PTKIN-BLU

By

AHMAD FAISOL ANSORI

The study am to find empirical evidence the influence of good university
governance implementation, effectiviness of internal control system and the
compliance of accounting regulations in PTKIN-BLU. The study consits of one
independent variable and three dependent variable. The independent variable is
tedency of accounting fraud and the dependent variable is good university
governance implementation, effectiviness of internal control system and the
compliance of accounting regulations.

The sample in this study amounted to 80 respondents using purposive judgment
sampling method, the sample selection by certain criteria. The data were collected
using a questionnaire conducted by distributing questionnaires directly to the
respondents in the finance department of PTKIN-BLU. After the data collected,
then the data were analyzed using SEM (Structural Equation Modeling) with
statistical tools PLS ( Partial Least Square) with the help of software Smart PLS.

Based on the results of data processing, it is known that there is a significant and
negative effect on good university governance implementation and effectiviness
of interna control system to tedenncy of accounting fraud, the study has been
proven the benefit of reinforcement good university governance and interna
control system to detecting and preventing of development of accounting fraud in
PTKIN-BLU. While the variables of accounting regulations compliance do not
affect the tendency of accounting fraud. So the level of compliance of accounting
regulations in PTKIN-BLU does not affect the declining tendency of accounting
fraud

Kata kunci : Good university governance, effectiviness of internal control system,
The compliance of accounting regul ations dan tedency accounting
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Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris pengaruh implementasi
good university governance, keefektifan sistem pengendalian internal dan ketaatan
aturan akuntansi terhadap kecenderungan fraud pada PTKIN-BLU. Penelitian ini
terdiri dari satu variabel independen dan tiga variabel dependen. Variabel
independen penelitian ini adalah kecenderungan kecurangan akuntansi sedangkan
variabel dependen dalam penelitian ini adalah good university governance,
keefektifan sistem pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi.

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 responden dengan menggunakan
metode purposive judgment sampling, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria
tertentu. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode survey kuesioner
dengan menyebar kuesioner kepada responden di bagian penyusunan laporan
keuangan PTKIN-BLU. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data
menggunakan SEM (Structural Equation Modeling) dengan aat statistik PLS
(Partial Least Square) dengan bantuan software SmartPLS.

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut diketahui bahwa ada pengaruh
negatif dan signifikan dari variabel good university governance dan keefektifan
sistem pengendaian internal terhadap variabel kecenderungan kecurangan
akuntansi, hasil ini membuktikan manfaat penguatan tata kelola serta
pengendalian internal untuk mencegah perilaku fraud di PTKIN-BLU. Sementara
variabel ketaatan aturan akuntans tidak berpengaruh terhadap kecenderungan
kecurangan akuntansi. Sehingga tingkat ketaatan aturan akuntansi di PTKIN-BLU
tidak berpengaruh terhadap menurunnya kecenderungan kecurangan akuntansi.

Kata kunci : Good university governance, keefektifan sistem pengendalian
internal,
ketaatan aturan akuntansi dan kecenderungan kecurangan akuntansi
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Good University Governance (GUG) adaah suatu konsep yang saat ini sedang
mainstream dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Konsep ini adalah turunan
dari konsep good governance atau tata kel ola pemerintahan yang baik. Tujuan

dari konsep ini adalah untuk mewujudkan perguruan tinggi yang akuntabel. Upaya
awal pemerintah dalam kerangka implementasi konsep good university
governance adalah dengan membentuk satuan kerja yang menerapkan polatata
kel ola keuangan badan layanan umum. Satuan K erja Badan Layanan Umum

merupakan satuan kerja yang fokus terhadap pelayanan terbaik kepada publik.

Sebagai salah satu perwujudan dari konsep good univer sity governance,
perguruan tinggi Badan Layanan Umum diwagjibkan untuk menerapkan prinsip-
prinsip good governance. Salah satu prinsip good gover nance adalah adanya
transparans dan akuntabilitas. Akuntabilitas dan transparansi tersebut
dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang
dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Di negara demokrasi seperti
Indonesia, organisasi publik dituntut untuk akuntabel terhadap seluruh tindakan-

tindakan yang telah dilakukannya (Wicaksono, 2015).



Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia
dewasaini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas |lembaga-lembaga
publik, baik di pusat maupun daerah. Menurut Djalil (2014:63) akuntabilitas
adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan
baik ekesekuti, legedatif maupun yudikatif. Standbury (2003) mendefinisikan
akuntabilitas sebagal bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik.

Salah satu bentuk dari akuntabilitas publik adalah akuntabilitas keuangan.
Menurut Surjono dan Firdaus (2017) akuntabilitas keuangan merupakan
pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan. Atau dapat dimaknai bahwa
akuntabilitas keuangan adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas
aktivitas dan kinerjafinansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal
tersebut menjadikan akuntabilitas keuangan di pemerintahan sebagai isu yang

menarik di mata masyarakat karenaterkait dengan informasi dana publik.

Sampai saat ini persoadan transparansi dan akuntabilitas organisasi terutama di
perguruan tinggi Badan Layanan Umum (BLU) masih belum ada perubahan
berarti. Fenomena perilaku fraud di perguruan tinggi negeri justru mengemuka
dalam beberapa tahun belakangan ini. Berdasarkan data Indonesian Corruption

Watch (ICW) disebutkan bahwa dalam rentang 10 tahun sgak awal tahun 2006



hingga Agustus 2016 ditemukan 37 kasus korupsi yang melibatkan perguruan
tinggi (Yuntho, Oktober 31, 2016). Dari hasil pantauan ICW kasus korupsi di
perguruan tinggi di duga melibatkan sivitas akademika mulai dari rektor sampai
pegawai golongan terendah. Menurut data ICW kasus korups di perguruan tinggi

trennya meningkat bukan menurun.

Berdasarkan pantauan ICW ada 12 pola korupsi di perguruan tinggi dan yang
paling banyak adalah korups di bidang pengadaan barang dan jasa. Polalainnya
antaralain penyelewengan dana hibah dan Corporate Social Responsibility
(CSR), korupsi anggaran internal, korupsi penjulan aset perguruan tinggi dan
korups dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa. Pola-polaini
hampir sebagian besar terjadi di perguruan tinggi baik di lingkungan Kementerian
Ristek dan Dikti maupun Kementerian Agama. Peluang penyel ewengan semakin
besar dengan besarnya anggaran yang dikelola perguruan tinggi. Berikut adalah
beberapa kasus fraud atau korups yang terjadi di perguruan tinggi seperti yang

ditunjukkan dalam tabel 1.1

Tabel 1.1 Daftar Kasus Korups di Perguruan Tinggi Negeri

Nilai
No Kasus Pelaku Kerugian
Negara
1. | Kasus pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Rektor Rp 85
Unair yang bersumber dari Daftar Isian Universitas Milyar

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) periode 2007- Airlangga
2012 serta kasus peningkatan sarana dan
prasarana Rumah Sakit Pendidikan Unair yang
bersumber dari DIPA periode

2009. (https://koran.tempo.co/konten/2016/10/
31/407417/Perguruan-Tinggi-Antikorupsi)




Tabel 1.1 (lanjutan)

2. | Kasustindak pidana korupsi dalam proses Rektor Rp 13,076
penganggaran, pengadaan barang dan jasa Universitas Milyar
proyek instalasi infrastruktur teknologi Indonesia
informasi gedung Perpustakaan Pusat Ul tahun
2010-2011.

(https://nasional .tempo.co/read/news/2015/04/
09/063656652/korupsi -pengadilan-perberat-
vonis-mantan-wakil -rektor-ui)

3 | Korups pengadaan Lahan di UIN Maulana Rektor, PPK, Rp 6,8
Malik Ibrahim Malang. dan Panitia Milyar
(http://malangvoi ce.com/apa-kabar-kasus- Pengadaan
korupsi-perguruan-tinggi-malang/)

4 | Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat PPK UNM, Rp 14,9
laboratorium F-MIPA (Fakultas Matematika dan panitia Milyar
dan IPA) di Universitas Negeri Malang (UM). pengadaan
Proyek ini dibiayai dari APBN 2009 sebesar
Rp 44 miliar. Menjadi masal ah karenaterjadi
mark-up pada realisasinya.

(http://mal angvoi ce.com/apa-kabar-kasus-
korupsi-perguruan-tinggi-malang/)

5 | Kasus dugaan korupsi pembangunan gedung PPK Dugaan
laboratorium terpadu Fakultas Teknik Universitas Rp4,4
Universitas Negeri Makassar Negeri Milyar
(UNM).( http://news.rakyatku.com/read/51570 Makassar,
/2017/06/05/tiga-tersangka-kasus-lab-teknik- Kontraktor
unm-dilimpah-ke-kej aksaan)

Sumber : Datadiolah, 2017

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku fraud adalah pejabat

struktural dan panitia pengadaan seperti Rektor, PPK, penjabat pengadaan. Data
diatas mengkonfirmas kebenaran temuan ICW bahwa hampir sebagian besar
kasus fraud di perguruan tinggi adalah fraud di pengadaan barang dan jasa. Hal
yang sama juga diungkapkan oleh Aziz (2015) dalam makal ahnya menjelaskan
bahwa dalam pemeriksaan BPK di berbagal perguruan tinggi negeri,
penyimpangan pengadaan barang dan jasa seperti pengadaan fiktif, pemahalan

harga dan kekurangan volume masih menempati urutan tertinggi dalam temuan



pemeriksaan di perguruan tinggi negeri. Fenomenaini cukup memprihatinkan
mengingat status perguruan tinggi yang di mata masyarakat umum sebagai
institus yang harusnya memberi contoh yang baik bukan sebaliknya. Fakta diatas
menggambarkan bahwa pengaruh rendahnya moralitas individu pegawal
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) cukup tinggi terhadap
kecenderungan kecurangan akuntansi. Tingkat pendidikan yang tinggi tidak
menjamin moralitas yang baik. Adanya kesempatan dan kekuasaan seperti dalam
teori fraud mempengaruhi tingkat fraud di tataran manag emen perguruan tinggi.
Kecurangan yang terjadi sangat berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas

perguruan tinggi negeri di mata para stake holder.

Implementasi Pola Pengel olaan K euangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)
adalah salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas publik terutama
akuntabilitas pengelolaan keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
119/PMK.05/2007 menyebutkan bahwa salah satu syarat administrasi untuk
dapat ditetapkan menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum adalah memiliki
tata kelola yang baik. Puspitarini (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa
good university governance merupakan konsep pengelolaan yang dapat
menunjang keberlangsungan perguruan tinggi. Penerapan good university

gover nance dapat mengurangi kecenderungan fraud. Soleman (2013) dalam
penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan good univer sity governance dapat
mencegah terjadinya perilaku fraud di perguruan tinggi. Saputra (2017)
menyebutkan bahwa untuk menurunkan fraud adalah dengan cara menerapkan

good cor por ate governance secara baik.



Satuan Kerja (Satker) bersatatus Badan Layanan Umum (BLU) memiliki nila
lebih daripada satker biasa. Satker BLU adalah organ pemerintah yang memiliki
internal audit sendiri seperti di perusahaan bisnis. Internal audit pada satker BLU
tersebut adalah Satuan Pengawas Internal (SPI). Adanya SPI di satker BLU akan
memperkuat sistem pengendalian intern di satuan kerjatersebut. Pengendalian

internal yang kuat dan efektif akan mencegah terjadinya fraud.

Abbot et al.(2002) menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif
mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Jika pengendalian internal
suatu organisasi lemah maka kemungkinan terjadi kecurangan akuntansi semakin
besar dan sebaliknya apabila pengendalian internal organisasinya kuat dan efektif
maka kecurangan akuntansi dapat diminimalisir (Adelin, 2013). COSO (2013)
menyimpulkan bahwa pencegahan utama terhadap terjadinya kecurangan adalah

dengan adanya sistem pengendalian internal yang kuat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi
adalah ketaatan pada aturan khususnya yang berkaitan dengan aturan akuntansi.
Karena objek penelitian adalah satuan kerja BLU maka penelitian ini akan
terfokus pada sgauh mana peraturan-peraturan akuntansi dipatuhi oleh satuan
kerja BLU. Berdasarkan hasil reviu dari Direktorat PPK-BLU terhadap laporan
keuangan BLU masih terdapat ketidakpatuhan Satker BLU dalam penyusunan

laporan keuangan. Hasil reviu dapat dilihat padatabel berikut ini:



Tabel 1.2 Hasil Reviu Laporan Keuangan BLU

Kondis yang Ada

Kondis |deal

1. | Format laporan keuangan belum
seragam dan belum sesuai dengan
format yang berlaku.

L aporan keuangan harus disusun
sesuai PMK No 76/PM.05/2008

2 | Satker BLU belum sepenuhnya
tertib (tidak menyampaikan
dan/atau terlambat) dalam
penyampaian Laporan K euangan
Standar Akuntansi Umum (LK
SAK) secara periodik ke
Direktorat Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum
(PK BLU).

LK SAK seharusnya diterima
Direktorat Pembinaan PK BLU paling
lambat:

TW 1 : 23 April

TW II: 17 Juli

TW 11 : 23 Oktober

Tahunan : 2 Februari

3 | Satker BLU tidak dan/atau
terlambat menyampaikan LK
SAK ahunan Audited ke
Direktorat Pembinaan PK BLU.

LK SAK hasil audit beserta opini
auditor eksternal disampaikan ke
Direktorat Pembinaan PK BLU paling
lambat tanggal 31 Mei tahun
berikutnya

4 | Belum ada pernyataan tanggung
jawab atas penyusunan LK SAK
dari pimpinan BLU.

Pada LK SAK setiap periode pelaporan
terdapat pernyataan tanggung jawab
dari pimpinan BLU yang berisi:
Pernyataan bahwa pengelolaan
anggaran tel ah dilaksanakan
berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai;

Akuntans keuangan telah
diselenggarakan sesuai dengan standar
akuntansi keuangan;

Kebenaran isi laporan keuangan
merupakan tanggung jawab pimpinan
BLU.

5 | Belumadahasi| reviu atas LK
SAK dari Satuan Pemeriksaan
Interna (SPI).

= Dalam laporan keuangan SAK harus
disampaikan pernyataan hasil reviu
dari SPI

= SPI seharusnya mel akukan proses
reviu secara beriringan mula dari
proses penyusunan sampai dengan
tersusunnya laporan keuangan.

6 | Substans danis Laporan
Keuangan BLU yang terdiri dari :
Neraca, Laporan Aktivitas,
Laporan Arus Kas dan CALK
masih belum memenuhi prinsip-
prinsip akuntansi keuangan yang
berlaku umum

Dalam penyusunan laporan keuangan
BLU harus sesuai dengan prinsip-
prinsip akuntansi keuangan yang
berlaku umum

Sumber : Data diolah, 2017




Berdasarkan fakta yang terangkum dalam tabel 1.2 dapat dismpulkan bahwa
penyusunan laporan keuangan BLU oleh Satker BLU di seluruh Indonesiamasih
belum sesuai dengan aturan yang ada. K etidakpatuhan terhadap aturan akuntans
dalam penyusunan laporan keuangan akan berdampak pada akuntabilitas laporan
keuangan yang dibuat. Masyarakat atau stake holder yang membutuhkan
informasi keuangan tidak bisa mendapatkan informasi |aporan keuangan yang

dibutuhkan secara tepat waktu dan informatif.

Selain hasil reviu tentang kepatuhan penyusunan laporan keuangan, kepatuhan
terhadap aturan pengelolaan keuangan di Kementerian Agama terbukti masih
belum baik. Walaupun opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa K euangan
(BPK) atas laporan keuangan Kementerian Agamatahun 2016 adalah Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP), daftar temuan hasil pemeriksaan BPK unsur
ketidapatuhan atas |aporan keuangan Kementerian Agama tahun 2016 dapat

dilihat padatabel berikut:

Tabel 1.3 Temuan Ketidakpatuhan atas LK Kementerian Agama TA 2016

No | Kategori Temuan Rincian Temuan Nilai Temuan

1. | PNBP Penggunaan tarif penerimaanyang | 41.794.516.669,16
ditetapkan oleh kemenag tanpa
persetujuan kementerian keuangan

2. | Pengelolaan Hibah | Kementerian agama menerima 48.472.557.620,00
Hibah langsung berupa uang,
dimana hibah tersebut belum
disahkan, belum dicatat, dan belum
disalurkan kepada penerima hubah

3 | Pengelolaan Hibah | Hibah langsung berupa barang 65.845.268.690,00
belum digjukan pengesahannya
kepada BUN




Tabel 1.3 (Lanjutan)

4 | Kesalahan Belanja barang digunakan untuk 1.500.378.300,00
Penganggaran menghasil belanja yang menghasilkan
aset tetap
5 | Kesalahan a. Redlisasi belanja barang dengan 10.595.519.689,30
Penganggaran subtansi kegiatan yang menghasilkan
barang persediaan namun
dianggarakan dengan MAK belanja
barang yang tidak menghasilkan
persediaan dan sebaliknya
b. Pengadaan belanja bantuan
pembangunan masjid pada Ditjen
BIMAS Islam yang dialokasikan
pada MAK belanja barang
6 | Kesaahan Realisasi belanja barang untuk program | 133.700.000,00
Penganggaran indonesia pintar (PIP) yang memenuhi
kharakteristik belanja bantuan sosial
7 | Pelaksanaan Adanya temuan kelebihan pembayaran | 2.810.851.642,16
kontrak belanja yang disebabkan oleh kekurangan
modal volume
8 | Pelaksanaan K eterlambatan penyelesaian pekerjaan | 3.690.333.891,37
kontrak belanja belum dikenakan denda
modal
9 | Pelaksanaan Pembayaran atas beban belanjabarang | 3.659.900.645,64
kontrak belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan
barang
10 | Pelaksanaan K eterlambatan pengadaan barang dan 394.146.650,00
kontrak belanja jasa untuk kontrak belanja barang yang
barang belum dikenakan denda
11 | Penyimpangan Penyimpangan belanja perjalanan dinas | 2.082.904.451,00
belanja perjalanan karena belum ada bukti
dinas pertanggungjawaban
12 | Penyimpangan Belanja perjalanan dinas belum sesuai 1.228.119.020,96
belanja perjalanan ketentuan/kelebihan pembayaran
dinas
13 | Permasalahan Dalam pelaksanaan kontrak PPK 4.594.649.670,00
signifikan lainnya belum mencairkan jaminan
terkait belanja pelaksanaan 9% dari nilai kontrak
modal
14 | Permasalahan Redlisas belanja barang untuk BOS 8.298.250.000,00
signifikan lainnya madrasah belum didukung laporan
terkait belanja pertanggungjawaban
barang
15 | Permasalahan Belanja barang yang diserahkan kepada | 8.816.355.265,00
signifikan lainnya masyarakat tidak dilengkapi dengan
terkait belanja bukti pertanggungjawaban
barang
16 | Permasalahan Belanja bantuan penelitian dan bantuan | 1.519.957.200,00

signifikan lainnya
terkait belanja
barang

peningkatan mutu pengabdian kepada
masyarkat belum
dipertanggungjawabkan




Tabel 1.3 (Lanjutan)

17 | Permasalahan Kekurangan pembayaran THR petugas | 248.371000,00
signifikan lainnya pengamanan dan kebersihan ioleh
terkait belanja penyediajasa
barang

18 | Permasalahan Sisa dana atas belanja barang belum 1.116.354.366,00
signifikan lainnya disetorkan ke kas negara
terkait belanja
barang

19 | Permasalahan Pembayaran uang saku kegiatan rapat 276.084.995,00
signifikan lainnya paket meeting belum dipungut PPH
terkait belanja pasal 21
barang

20 | Pengelolaan dana Dana bansos yang belum ada 78.450.000,00
bansos pertanggungjawaban

21 | Pengelolaan dana Penggunaan dana bansos tidak sesui 261.834.951,00
bansos ketentuan

Jumlah Temuan 207.418.504.716,59

10

Sumber : LHP BPK RI tahun 2016

Dari tabel 1.3 dapat dilihat penyimpangan terhadap aturan perundang-undangan
berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas tingkat kepatuhan Kementerian
Agama ditemukan sebanyak 21 item ketidakpatuhan dengan nilai temuan sebesar
Rp207.418.504.716,59. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketidakpatuhan di
Kementerian Agamamasih cukup tinggi dan itu tidak berbanding lurus dengan

opini WTP yang diperoleh Kementerian Agama pada tahun 2016.

K etidaktaatan terhadap aturan akuntansi sangat berpengaruh terhadap
kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi. Aturan akuntansi mempunyai
pengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Semakin tinggi ketaatan aturan
akuntansi maka semakin rendah organisasi melakukan kecurangan akuntansi
(Dewi, 2017). Beberapa penelitian mengenal pengaruh ketaatan aturan akuntans
terhadap kecurangan menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa penelitian

seperti penelitian Kusumastuti (2012), Zulkarnaen (2013), Hadi dan Prasgja
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(2015) dan Indriastuti (2016) menghasilkan kesimpulan bahwa kecurangan
akuntansi tidak mempunyai pengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Tapi di sisi
lain penelitian Thoyibatun (2012), Adelin (2013), dan Shintadevi (2015) yang
menunjukan bahwa ada pengaruh yang signifikan negatif ketaatan aturan
akuntansi terhadap kecurangan akuntansi. Artinya bilamelihat dari berbagai

penelitian terdahulu masih terdapat ketidakkonsistenan hasil.

Dari beberapa fenomena yang muncul mulai dari maraknya praktik korupsi
(fraud) di perguruan tinggi, masih adanya gap hasil penelitian serta penggunaan
variabel dan sampel yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya,
mendasari peneliti melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Implementasi
Good University Governance, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal dan
Ketaatan Aturan Akuntansi pada satuan Kerja Badan Layanan Umum terhadap

Kecenderungan Fraud di PTKIN BLU.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adal ah sebagal berikut:

1. Apakah implementasi praktik good university governance berpengaruh
terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

2. Apakah keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap
terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

3. Apakah Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan

kecurangan akuntansi ?
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1.3 Tujuan Pendlitian
Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh implementasi good university governance
terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada PTKIN BLU di
Kementerian Agama.

2. Untuk mengetahui pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal
terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada PTKIN BLU di
Kementerian Agama.

3. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap
kecenderungan kecurangan akuntansi pada PTKIN BLU di Kementerian

Agama.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Pemerintah terhadap pengembangan metode pencegahan fraud dengan
melihat faktor penerapan prinsip good university governance, tingkat
efektifitas sistem pengendalian internal (SPI) dan ketaatan aturan
akuntansi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
bersatatus Badan Layanan Umum.

2. Pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi khususnya
mengenal pencegahan fraud pada organisasi sektor publik khususnya
PTKIN-BLU

3. Sebaga bahan literatur bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian

lebih lanjut.



BAB 11
KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Grand Theory

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis yang sehat
yang menjadi tujuan utama dibentuknya Satuan Kerja Badan Layanan Umum
(Satker BLU) di pemerintahan. Prinsip utamateori ini menyatakan bahwa
organisasi sebagai suatu hubungan kerja sama antara pemilik dengan agen atau
mangjer berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Dalam penelitiannya Jensen
dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa dalam teori keagenan terdapat masalah
keagenan yang akan terjadi bila propors kepemilikan manger atas saham
perusahaan kurang dari 100% sehingga managjer cenderung bertindak untuk
mengejar kepentingan dirinya dan sudah tidak berdasar memaksimalisasi nilai

dalam pengambilan keputusan pendanaan.

Menurut Eisenhardt (1989) teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi, yakni
asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi.
Asums sifat manusia menekankan pada manusia yang memiliki sifat
mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan tidak

menyukai risiko. Asumsi keorganisasian adalah konflik antar anggota organisasi,
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efisiensi sebagai kriteria produktifitas, dan adanya asimetri informasi antara
prinsipal dan agen. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang
komoditi yang bisa diperjualbelikan. Untuk mengantisipasi tindakan menyimpang
yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen maka pemilik perusahaan harus

mel akukan pengawasan terhadap kinerja manaemen dengan sistem pengendalian
yang efektif. Sistem pengendalian tersebut diharapkan mampu mengurangi adanya
perilaku menyimpang dalam sistem pelaporan, termasuk adanya kecurangan

akuntansi.

Teori keagenan dijadikan acuan dalam penelitian ini untuk menjelaskan konflik
yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam hubungannya dengan
kecenderungan kecurangan akuntansi. Perbedaan kepentingan dan adanya satu
pihak yang lebih menguasal informasi menyebabkan kemungkinan terjadinya
kecurangan akuntansi cukup tinggi. Bawahan dalam posisinya sebagai agen
memiliki penguasaan informasi |aporan keuangan yang lebih banyak daripada
atasan. Seseorang yang memiliki informasi yang lebih banyak cenderung
menutupi atau tidak membuka semua informas yang dimiliki untuk tujuan
tertentu. Akibatnya probabilitas kecenderungan kecurangan akuntansi menjadi
lebih besar dan berakibat |aporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak

relevan.

2.1.2 Teori Perkembangan Moral
Teori perkembangan moral yang banyak digunakan dalam penelitian adal ah teori

yang dikembangankan oleh Kohlberg (1969). Menurut Kohlberg, pada tahap
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perkembangan tertentu anak-anak akan mempelgari apa yang benar dan apa yang
salah. Anak-anak akan mempraktikkan kebaikan, kejujuran, kesetiaan, kepatuhan
dan berbagai jenis aspek moral lainnya walaupun pada dasarnya mereka tidak

memahami maksud moral yang sebenarnya.

Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral mempunyal enam perkembangan
yang dapat teridentifikasi. Kohlberg (1969) menggunakan cerita-cerita tentang
dilemamoral dalam penelitiannya dan iatertarik pada bagaimana orang-orang
akan menjustifikas tindakan-tindakan mereka bila mereka berada dalam
persoalan moral yang sama. Kohlberg kemudian mengkategorisasi dan
mengklasifikasi respon yang dimunculkan ke dalam tahap yang berbeda. Tahapan
perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang
berdasarkan perkembangan penalaran moralnya seperti yang diungkapkan
Kohlberg (1969). Peringkat perkembangan moral bersifat hirarki, berstruktur,
bersistematik, dan tidak berbalik. Apabilaindividu berada pada peringkat yang
lebih tinggi bermakna diatelah melaui peringkat moral yang lebih rendah. Cara
seseorang menganalisa menginterpretasikan serta membuat keputusan merupakan
perkara yang sangat penting dalam perkembangan moral secara keseluruhannya.
Perkembangan Mora menurut Kohlberg dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:
1) Tingkat PraKonvensiona (Moralitas Pra-Konvensional)

Pada tingkatan ini dapat dilihat dari perilaku anak tunduk pada kendali

eksternal dan padatingkatan ini kemudian dibagi menjadi dua tahapan, yaitu:

a. Tahap yang berorientas pada kepatuhan dan hukuman
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Pada tahapan ini anak belum mempunyai kebolehan untuk menilai
sesuatu dari segi tujuan tetapi lebih tertumpu kepada akibat yang akan
diterima. Merekatidak dapat membedakan apa yang betul atau salah
merujuk kepada harapan masyarakat.

b. Tahap yang berorientasi lebih pada kesenangan atau minat pribadi.
Pada tahap ini sesuatu perkaraitu dinilai baik atau jahat adalah
berdasarkan penilaian terhadap kesan ke atas mereka. Ini bermakna apa
yang dapat memuaskan hati atau menggembirakan mereka itulah yang
dianggap baik dan sebaliknya.

2) Tingkat Konvensiona (Moralitas Konvensional)

Pada tingkatan Konvensional fokus terletak pada kebutuhan sosial dan pada

faseini ada duatahap:

a. Tahap orientasi mengenai anak yang baik
Pada tahapan ini anak memperlihatkan perbuatan yang dapat dinilai oleh
orang lain.

b. Tahap dimana ada keinginan mempertahankan norma-normasosial dan
otoritas. Pada tahap ini individu sudah mulai menyadari kewajibannya
untuk melaksanakan norma-norma yang ada dan mempertahankan
pentingnya keberadaan norma. Pada tingkatan ini individu sudah
menyadari bahwa untuk dapat hidup harmonis kelompok sosial harus

menerima peraturan yang telah disepakati bersama.
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3) Tingkat Post-Konvensional (Moralitas Post-Konvensional)

Pada tingkatan ini individu mendasarkan penilaian moral pada prinsip yang

benar secarainheren. Tingkat Post-konvensional kemudian dapat dibagi

menjadi 2 tahap berikut:

a. Tahap dimanaindividu berorientasi pada perjanjian antaraindividu
dengan lingkungan sosialnya. Pada tahap ini ada hubungan timbal balik
antaraindividu dengan lingkungan sosianya. Artinya apabila seseorang
mel aksanakan kewajiban sesuai dengan tuntutan norma sosial, maka
individu tersebut berharap akan mendapatkan perlindungan dari
masyarakat.

b. Tahap yang berpegangan pada prinsip universal. Padatahap ini ada
norma etik dan pribadi yang bersifat subjektif. Dalam hubungan antara
individu dengan masyarakat terdapat unsur-unsur subjektif yang menilai
apakah suatu perbuatan itu baik atau tidak baik dan disini dibutuhkan

unsur atau norma etika yang bersifat universal.

Kematangan moral menjadi dasar dan pertimbangan mang emen dalam memberi
tanggapan terhadap isu-isu etis. Perkembangan pengetahuan moral menjadi dasar
pembuatan keputusan yang secara etis serta positif berkaitan dengan perilaku
pertanggung-jawaban sosial. Moralitas yang dimiliki oleh manajemen yang dapat
menentukan hal yang baik dan buruk untuk organisasi. Moralitas merupakan
faktor penting dalam timbul nya kecurangan. K ecenderungan kecurangan
akuntans juga dipengaruhi oleh moralitas orang yang terlibat didalamnya (Ariani,

2014). Seseorang dengan mora yang tinggi dalam bertindak cenderung untuk



18

selalu mendahulukan kepentingan-kepentingan orang-orang di sekelilingnya dan
setiap perilakunya selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip moral sehingga dapat
menghindarkan diri untuk melakukan kecurangan akuntansi yang tujuannya untuk
menguntungkan dirinya sendiri atau organisasinya semata (Noviriantini et al.,

2015).

2.1.3 Teori Atribusi

Teori Atribusi adalah teori psikologi sosia yang pertamakali dikembangkan oleh
Heider (1958). Teori ini menjelaskan bagaimana perilaku seseorang. Heider
memperkenalkan konsep ’’causal attribution’” yaitu proses menjelaskan
penyebab perilaku seseorang ditentukan dari mana, apakah dari faktor interna
misalnya sifat, karakter, dan sikap atau dari faktor eksternal seperti tekanan
situasi yang akan berpengaruh dengan perilaku individu. Atribusi dapat juga
dipahami sebagai upaya dari kita untuk memamahi penyebab dibalik perilaku

orang lain atau perilaku kita sendiri.

Teori atribusi selanjutnya dikembangkan oleh Kelley (1967), kemudian Green
sertaMitchell (1979). Mereka berpandangan bahwa tindakan seorang pemimpin
atau orang yang diberi wewenang dipengaruhi oleh atribut penyebab. Kelley
(1967) menekankan bahwateori atribusi terutama menyangkut proses kognitif
dimana seseorang mengartikan perilaku sebagai disebabkan oleh (atau
diatribusikan dengan) petunjuk tertentu dalam lingkungan yang relevan.
Penekanan teori ini adalah pada mengapa bukan apa, yang membuat perilaku

tertentu terjadi. Y ang dibidik adalah alasan sebuah perilaku terjadi. Pemimpin,
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pada dasarnya, adalah seorang pengolah informasi dimana atribusi-atribusi kausal
yang tidak dibuat-buat berperan sebagai penengah antara perilaku bawahan dan
perilaku pemimpin (Green dan Mitchell, 1979). Tindakan yang tidak etis dan
tindakan curang dipengaruhi oleh adanya sistem pengendalian internal dan

monitoring oleh atasan.

2.2 Good University Governance

Menurut Wahab dan Rahayu (2013) good univer sity governance adal ah
implementasi dari teori good cor porate governance di perguruan tinggi. Lebih
lanjut Wahab dan Rahayu menjelaskan bahwa good university governance di
perguruan tinggi negeri akan dapat terwujud jikaterjadi keseimbangan
kepentingan semua pihak yang berkepentingan dalam rangka untuk mencapai
tujuan perguruan tinggi. Perguruan tinggi memerlukan pengelolaan yang baik
karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Secara sederhana, good
univer sity governance dapat juga diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip
dasar konsep good governance di institusi perguruan tinggi, yang dilakukan
dengan menerapkan nilai-nilai perguruan tinggi yaitu pada pengembangan
pendidikan, keilmuan akademik, dan pengembangan manusia seutuhnya (Anwar

dan Pratolo, 2012).

OECD dan World Bank mendefinisikan good cor porate gover nance yaitu suatu
penyel enggaraan manajemen pembangunan yang yang solid dan
bertanggungjawab, sejalan dengan demokrasi dan prinsip pasar efisien,

penghindaran kesalahan alokasi anggaran dan investasi yang langka, pencegahan
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korupsi, penerapan disiplin anggaran, serta pencipataan kerangka kerja politik dan
hukum bagi tumbuh kembangnya aktivitas kewirusahaan. Badan Pengawasan

K euangan dan Pembangunan (BPKP) mendefinisikan good cor porate governance
dari segi soft definition yang mudah dicerna yaitu komitmen, aturan main, serta

praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika.

Good university governance pertamakali diperkenakan oleh Clark (1983) dalam
Muktiyanto (2016) yang menekankan bagaimana universitas dan sistem
pendidikan tinggi mendefinisikan cita-cita, mengimplementasikannya, mengelola
institusi, dan memantau pencapaian hasiinya. Ponduri (2014) mendefinisikan Tata
kelola perusahaan adalah sistem dimana perusahaan bisnis diarahkan dan
dikendalikan. Ponduri juga menjelaskan bahwa tujuan mendasar tata kelola
perusahaan adalah peningkatan nilai pemegang saham jangka panjang, sekaligus

melindungi kepentingan pemangku kepentingan lainnya.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa good university
governance merupakan suatu aturan main bagaimana mengelolainstitusi
pendidikan agar sgjalan dengan praktik bisnis yang sehat atau dapat disingkat
dengan tata kelola perguruan tinggi. Dengan penerapan prinsip-prinsip good
university gover nance yang baik maka diharapkan perguruan tinggi akan bisa
mandiri baik secara organisas maupun secara keuangan. Puspitarini (2012) dalam
penelitiannya menjelaskan bahwa good university governance merupakan konsep

pengel olaan yang dapat menunjang keberlangsungan perguruan tinggi.
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Beberapa konsep mengenai prinsip-prinsip good university governance yang
dikemukakan tidak jauh berbeda dengan prinsip good corporate governance
Menurut Muktiyanto (2016) Otonomi, akuntabilitas, dan partisipasi adalah inti
prinsip-prinsip GUG. Sementara menurut Dikti ada 8 prinsip good university
governance yang harus diterapkan oleh perguruan tinggi di Indonesia, kedelapan
prinsip tersebut adal ah:

1. Transparansi

2. Akuntabilitas (kepada stakehol ders).

3. Tanggung-jawab

4. Independens (dalam pengambilan keputusan)

5. Adil

6. Penjaminan mutu dan relevansi

7. Efektifitas dan efisiensi

8. Nirlaba

Menurut Wahab dan Rahayu (2013) prinsip-prinsip yang perlu diterapkan dalam
good university governance adalah partisipasi, penegakan supremasi hukun,
transparansi, responsif, orientasi pada konsensus, persamaan dergjat dan
inklusifitas, efektif dan efisien dan akuntabilitas. Berkaitan dengan satuan kerja
BLU, Wahab (2016) menyebutkan FEB Universitas Brawijaya menerapkan
prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi, keadilan, indepedensi, nirlaba,
transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan GUG.

Sementara menurut (Muhi, n.d) nilai-nilai good cor porate governance, yaitu :
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transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kesetaraan dan

kewajaran.

2.3 Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dijalankan oleh dewan
komisaris, manaemen, dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan
keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:
efektivitas dan efisiens operasi; kehandalan pel aporan keuangan; dan ketaatan
pada peraturan serta perundangan yang berlaku (Standar Profesional Akuntan

Publik, SA Seksi 319).

Menurut Mulyadi (2014) sistem pengandalian internal meliputi struktur
organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga
kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,
mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan mangjemen.
Menurut AICPA (2003) pengendalian internal didefinisikan sebagai proses yang
dipengaruhi oleh struktur organisasi, alur kerja dan otoritas, orang dan sistem
informasi manajemen, yang dirancang untuk membantu organisasi dalam

mencapal tujuan atau sasaran tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP) adal ah suatu proses yang dipengaruhi oleh

mana emen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memada dalam
pencapai an efektivitas, efesiens, ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. SPIP
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merupakan suatu sistem pengendalian internal pemerintah yang berfungsi sebagai
sistem yang melakukan pengecekan apakah tujuan dari instans tersebut telah

tercapai secara efektif dan efisien atau belum.

COSO telah mengembangkan kerangka kerja untuk sistem pengendalian internal,
yang terdiri dari lima komponen yang sesuai dengan berbagai organisasi, yaitu
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, kegiatan
informasi dan komunikasi dan pemantauan. Lingkungan pengendalian adalah
yang paling mendasar, karenaterlibat dalam penetapan standar, proses dan
struktur yang lengkap yang menjadi landasan bagi pelaksanaan pengendalian
internal dalam organisasi. Penilaian risiko mengacu pada bagaimana berbagai
risiko, baik internal maupun eksternal, akan diidentifikasi, dinilai dan dikelola
untuk memastikan bahwa kejadian tak terduga tidak akan merugikan aktivitas
perusahaan. Kegiatan pengendalian memastikan bahwarisiko dapat dikurangi
melalui kegiatan pencegahan dan deteksi yang dapat dilakukan secara manual
dan secara otomatis. Informasi dan komunikasi memastikan bahwa informasi
yang relevan dan berkualitas diperoleh dan dapat diakses oleh publik. Terakhir,
kegiatan pemantauan adalah evaluasi terus menerus untuk menentukan apakah
keseluruhan komponen pengendalian internal berfungsi secara efektif dan efisien

(COSO, 2013).

Sementara Berdasarkan PP SPIP nomor 60 tahun 2008 tersebut, sistem

pengendalian interna pemerintah terdiri dari lima unsur, yaitu:
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1) Lingkungan pengendalian, merupakan kondisi dalam instansi pemerintah
yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya
pengendalian suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas yang menjadi
tanggung jawabnya sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian internal.

2) Penilaian risiko, merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya
Situasi yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
yang meliputi kegiatan identifikasi, analisis, dan mengelolarisiko yang
relevan bagi proses atau kegiatan organisasi.

3) Kegiatan pengendalian, merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi
risiko serta penerapan dan pel aksanaan kebijakan dan prosedur untuk
memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara
efektif.

4) Informasi dan komunikasi. Informasi merupakan data yang telah diolah yang
dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi instansi pemerintah, sedangkan komunikasi merupakan
proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau
lambang tertentu baik secaralangsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan umpan balik.

5) Pemantauan, merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem
pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan

audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuiti.

Daam satuan kerja yang bersatatus Badan Layanan Umum elemen SPIP semua

sudah dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI). PMK No
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76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan
Layanan Umum dalam pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa Laporan Keuangan
BLU sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan di reviu oleh SPI. Adanya
peran SPI tersebut menjadi nilai tambah bagi Satker BLU sehingga semestinya
pel aksanaan sistem pengendalian intern di Satker BLU |ebih bagus daripada di

Satker Non BLU.

2.4 Ketaatan Aturan Akuntansi

Penygjian |aporan keuangan Satker BLU berbeda dengan Satker Non BLU.
Satuan kerja BLU membuat dua laporan yaitu laporan keuangan sebagal entitas
pel aporan karena mengel ola kekayaan yang dipisahkan dan laporan akuntansi
selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) dan sebagai
Entitas Akuntans yang laporannya kemudian dikonsolidasikan dengan entitas

pelaporan yang secara organisatoris membawahinya (PSAP No 13, KSAP, 2015).

Karena ada dua laporan yang harus dibuat satker BLU yang tentu sgja ada
perbedaan kebijakan akuntansi maka ketaatan terhadap aturan akuntansi masing
masing laporan menjadi faktor penentu penyajian laporan keuangan yang
akuntabel dan bebas dari salah sagji material. Para pembuat laporan keuangan di
satker BLU sebelum dikeluarkannya PSAP 13 mengacu pada PMK No
76/PMK.05/2008 yang mewajibkan satker BLU membuat dua laporan yaitu
laporan versi Standar Akuntanst Umum (SAK) dan laporan versi Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan SAK dalam statusnya sebagai

entitas pelaporan adalah berbasis akrua sementara laporan keuangan SAP



sebagal entitas akuntansi untuk dikonsolidasikan dalam laporan Kementerian

yang membawahinya adalah berbasis kas.

Informasi yang tersedia dalam laporan keuangan Satker BLU sangat dibutuhkan
oleh Pemerintah Pusat untuk mengetahui berapa besar penerimaan BLU. Tanpa
adanyainformasi tersebut maka laporan keuangan pemerintah pusat akan
menjadi salah sgji sebagai akibat tidak |engkapnya pengungkapan. Untuk itulah
pentingnya ketaatan terhadap aturan akuntansi untuk menjaga keterandalan

informasi keuangan yang dihasilkan dalam laporan keuangan.

K etaatan terhadap aturan akuntansi baik kebijakan yang dibuat oleh Satuan
Kerja, Kementerian Keuangan dan Komite Standar Akuntansi Pemerintah
(KSAP) adalah kunci sukses laporan keuangan yang bebas dari salah sgji
material. Banyak contoh kasus tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan
Korups (KPK) merupakan salah satu bentuk ketidaktaatan terhadap aturan
akuntansi sehingga mengambil jalan pintas untuk sebuah opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dengan berupa tindakan yang tidak etis dengan menyogok

oknum pegawai Badan Pemeriksa K euangan (BPK).

Ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur
pengel olaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi, dan penyajian
laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dengan aturan yang
ditentukan oleh BPK dan/atau SAP (PP RI Nomor 24/2005). Dinyatakan

mentaati aturan akuntansi jikainstans telah menerapkan persyaratan

pengungkapan, menygjikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik,

26
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objektif, memenuhi syarat kehati-hatian dan memenuhi konsep konsistensi

penyajian (PSAK no. 1, A, 2004).

Pada teori perkembangan moral Kohlberg (1969) dijelaskan bahwa moralitas
mang emen yang tinggi juga didukung pada ketaatan aturan yang berlaku. Dalam
teori tersebut pada tahap pasca konvensional, mangjemen berorientasi pada
peraturan yang berlaku, sehingga ketaatan aturan akuntansi dapat membentuk
moralitas managemen yang tinggi dan dapat menurunkan kecenderungan
kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh managjemen. Ketaatan aturan
akuntansi tergantung juga pada tingkatan moralitas masing-masing individu.
Semakin tinggi tingkat moralitas maka semakin taat suatu individu pada aturan

yang berlaku.

2.5 Kecurangan Akuntans

Martinov-Bennie (2007) dalam Said et al. (2016) mendefinisikan kecurangan di
institusi sebagai praktik yang disengaja oleh individu yang melibatkan tindakan
tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau ilegal. Ikatan
Akuntansi Indonesia (2001) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai: (1)
Salah sgji yang timbul dari kecurangan pelaporan keuangan yaitu salah sgji atau
penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan
untuk mengelabui para pemakai laporan keuangan, (2) Salah sgji yang timbul
dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dan sering disebut dengan

penyal ahgunaan aset atau penggel apan.



28

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan
kecurangan perusahaan menjadi tiga kategori: laporan keuangan yang tidak
benar, penyalahgunaan aset dan korupsi. Penegakan hukum yang ketat
melibatkan salah sgji yang disengajatermasuk kelalaian jumlah atau
pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan
keuangan. Penyal ahgunaan aset melibatkan pencurian aset entitas dan dapat
diakuisisi dengan berbagai cara, termasuk penggelapan penerimaan, pencurian
aset, atau menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang belum diterima.
Penyal ahgunaan aset dapat disertai oleh kesalahan atau catatan atau dokumen
yang menyesatkan, mungkin dibuat dengan menghindari kontrol (SAS 9906).
Skema korupsi melibatkan penggunaan pengaruhnya oleh karyawan dalam
transaksi bisnis dengan cara yang melanggar kewajibannya kepada pengusaha
untuk mendapatkan keuntungan darinya atau dirinya sendiri atau orang lain

(ACFE, 2010).

Menurut teori GONE yang dikemukakan oleh Jack Bologne, bahwa akar
ternjadinya kecurangan ada empat: Greed, Opportunity, Need dan Exposure.
Greed terkait dengan keserakahan, Opportunity terkait dengan sistem yang
memberi lubang terjadinya kecurangan, Need berhubungan dengan sikap mental
yang tidak pernah cukup, penuh gaya hidup konsumerisme. Exposure berkaitan
dengan hukuman pada pel aku kecurangan yang rendah yang tidak menimbulkan
efek jerabagi pelaku kecurangan. Greed dan Need disebut faktor internal
sementara Opportunity dan Exposure adalah faktor eksternal. Empat faktor ini

sampal dengan saat ini masih kental membudaya di sebagian besar pegawai
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pemerintahan di indonesia. Faktor inilah yang menyebabkan pemerintah

indonesia sulit untuk melepaskan predikat negara dengan indeks korupsi yang

tinggi.

Dalam fraud diamond theory (Wolfe dan Hermanson, 2004) dijelaskan bahwa
alasan seseorang melakukan kecurangan adal ah karena adanya kesempatan,
tekanan dan rasionalitas yang ketiga aasan tersebut dapat terjadi jika seseorang
memiliki kemampuan. Pelaku potensial harus memiliki keterampilan dan
kemampuan untuk melakukan kecurangan. Berdasarkan teori tersebut
manajemen dan pihak yang memiliki keterampilan adalah pihak yang memenunhi
empat alasan tersebut. Para manajemen bisa mel akukan kecurangan karena

adanya kemampuan dengan penguasaannya atas sesuatu.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh implementasi prinsip-prinsip
good university governance, keefektifan sistem pengendalian internal, dan
ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi atau
fraud yang pernah dilakukan dan dikemukakan oleh para peneliti dapat dilihat

padatabel berikut ini.



Tabel 2.1 Reviu Pendlitian Terdahulu
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No. (F;e:het'l':) Judul Hasil Pendlitian

1 Wilopo (2006) | Analisis faktor-faktor yang berpengaruh | Perilaku tidak etis
terhadap kecenderungan akuntansi: studi | manajemen dan
pada perusahaan publik dan badan usaha | kecenderungan kecurangan
milik negara di Indonesia akuntansi dapat diturunkan

dengan meningkatkan
keefektifan pengendalian
internal, ketaatan aturan
akuntansi, moralitas
manajemen, serta
menghilangkan asimetri
informasi.

2. Thoyibatun Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap | - Kesesuaian sistem

(2012) perilaku tidak etis dan kecenderungan pengendalian intern,
kecurangan akuntansi serta akibatnya sistem kompensasi,
terhadap kinerja organisasi ketataan aturan akuntansi,

dan perilaku tidak etis
berpengaruh terhadap
KKA.

2. Chappleet al. | Corporate governance and Studi ini memberikan

(2009) misappropriation bukti empiris bahwa

penerapan tata kelola
perusahaan yang baik
mengurangi risiko

penyal ahgunaan aset.

3. Law (2011) Corporate governance and no fraud Menemukan bahwa
occurrence in organizations: Hong Kong | mekanisme Good
evidence Governance seperti

efektivitas audit internal,
efektivitas komite audit,
pedoman kebijakan dan
etika terkait langsung
secara positif dengan
pengurangan fraud

4, Soleman Pengaruh Pengendalian Internal dan Pengendalian internal dan

(2013) Good Corporate Governance terhadap Good Corporate
pencegahan Fraud. Governance berpengaruh

positif terhadap
pencegahan fraud.

5. Ariani et al. Analisis pengaruh moralitas individu, Keefektifan pengendalian

(2014) asimetri informasi dan keefektifan internal dan moralitas
pengendalian internal terhadap individu berpengaruh
kecenderungan kecurangan akuntansi di | signifikan negatif terhadap
PDAM Kabupaten Bangli kecenderungan kecurangan

akuntansi.




Table 2.1 (lanjutan)
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6. Joseph et al. Effect of Internal Control on Fraud ada hubungan yang
(2015) Detection and Prevention in District signifikan secara statistik
Treasuries of Kakamega County dan positif antara
kecukupan sistem
pengendalian internal dan
pencegahan dan deteksi
kecurangan di kas distrik
di Kabupaten Kakamega.
7. Shintadevi Pengaruh keefektifan pengendalian Terdapat pengaruh
(2015) internal, ketaatan aturan akuntansi dan negative dan signifikan
kesesuaian kompensasi terhadap Keefektifan Pengendalian
kecenderungan kecurangan akuntansi Internal, Ketaatan Aturan
dengan perilaku tidak etis sebagai Akuntansi, dan
variabel intervening. K esesuaian Kompensasi
dengan Kecenderungan
Kecurangan Akuntansi.
12. | Fitrietal. Pengaruh keefektifan sistem Sistem pengendalian
(2016) pengendalian internal, ketaatan aturan internal dan ketaatan
akuntansi, asimetri informasi dan aturan akuntansi memiliki
moralitas individu terhadap hubungan yang negatif dan
kecenderungan kecurangan akuntansi tidak signifikan terhadap
dengan perilaku tidak etis sebagai kecendrungan kecurangan
variabel intervening (Studi empirispada | akuntansi.
satuan kerja perangkat daerah provinsi
Riau).
13. | Nuhaet al. Pengaruh Peran Audit Internal dan Hasil pendlitian ini bahwa
(2016) Penerapan Prinsip-Prinsip Good peran audit internal serta
Corporate Governance terhadap penerapan prinsip-prinsip
Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus good corporate
pada beberapa BUMN di KotaBandung) | governance berpengaruh
signifikan terhadap
pencegahan kecurangan.
14 | Dewi (2017) Pengaruh pengendalian internal, Hasi| penelitian

kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan
akuntansi dan perilaku tidak etis terhadap
kecenderungan kecurangan akuntansi
(Studi empiris pada SKPD Kabupaten
Bengkalis)

menunjukkan bahwa
pengendalian internal dan
ketaatan aturan akuntansi
berpengaruh negatif
terhadap kecenderungan
fraud
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2.7 Pengembangan Hipotesis
2.7.1 Pengar uh good university governance ter hadap kecenderungan
kecurangan akuntansi
Good gover nance adalah praktik tata kelola organisasi yang baik yang diterapkan
untuk mengurangi masalah keagenan. Akibat adanya ketidakselarasan tujuan
antara agen dan prinsipal, maka agen cenderung akan mengutamakan
kepentingan pribadi untuk memaksimalkan kegunaannya sendiri melalui
konsumsi perquisites atau pemilihan investasi suboptimal (Jensen dan Meckling,
1976). Masalah keagenan di atas dapat diminimalisir dengan mekanisme Good
Governance. Davis et al. (1997) dalam stewardship theory menyebutkan bahwa
mekanisme good gover nance dirancang untuk melindungi kepentingan pemegang
saham, meminimalkan biaya agensi dan memastikan kepentingan utama agen.
Salah satu dampak dari masalah keagenan adalah munculnya perilaku fraud.
Sebagaimana dijelaskan dalam definisi fraud menurut 1SA 240/AUS 210 dalam
Chapple et al.(2009) bahwa fraud adalah artefak dari masalah keagenan:
“...an intentional act by one or more individuals among management, those
charged with governance, employees or third parties, involving the use of
deception to obtain an unjust or illegal advantage.”
Fraud atau kecurangan dapat dikurangi dengan penerapan prinsip-prinsip tata
kelola yang baik. Menurut Chapple et al.(2009) kehadiran mekanisme tata kelola
perusahaan dalam organisasi cenderung memastikan bahwa pengendalian internal
yang kuat diterapkan secara efektif. Ini penting, karena sistem kontrol internal
yang komprehensif dan sepenuhnya dipantau dan dipantau secara ketat sangat

penting dalam pencegahan dan deteksi kecurangan. Penerapan good cor porate
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governance membuat pengelolaan organisasi menjadi 1ebih fokus dan lebih jelas
dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasannya sehingga akan
menciptakan |aporan keuangan yang berkualitas yang jauh dari praktik

kecurangan (Husna, 2013).

Good university governance adalah bentuk otonomi universitas. Sehingga dengan
adanya otonomi tersebut maka universitas akan leluasa mengatur urusan mereka
sendiri (Shattock, 2006). Otonomi perguruan tinggi mengharuskan perguruan
tinggi menerapkan praktik-praktik tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip dasar
tata kelola. Implementasi prinsip-prinsip ini berdampak pada banyak sektor salah
satunya adalah berkurangnya perilaku fraud. Beberapa penelitian menunjukkan
ada hubungan langsung antara good gover nance terhadap menurunnya fraud.
Halbouni et al. (2016) menemukan bahwa tata kel ola perusahaan memainkan
peran cukup penting dalam mencegah dan mendeteks kecurangan di Uni Emirat
Arab. Hal ini didukung oleh Law (2011) Menemukan bahwa mekanisme good
governance seperti efektivitas audit internal, efektivitas komite audit, pedoman
kebijakan dan etika terkait langsung secara positif dengan pengurangan fraud.
Soleman (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa fraud bisa dicegah
dengan penerapan prinsip-prinsip good governance di pemerintahan. Dari
beberapa literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa pel aksanaan tata kelola
pemerintahan secara efektif akan berdampak dengan menurunnya potens fraud.
Hal yang sama juga akan terjadi pada sektor publik dan perguruan tinggi yang

mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola organisasi.
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Belum banyak penelitian yang menguji pengaruh good university governance
terhadap kecurangan akuntansi. Beberapa penelitian terdahulu seperti Penelitian
Soleman (2013), Nuha et al. (2016) dan Saputra (2017) dalam penelitiannya
menemukan bahwa implementasi prinsip-prinsip Good Gover nance mempunyai
pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan di pemerintahan dan
BUMN. Sementara untuk satuan kerja bersistem BLU dapat dilihat dari
penelitian (Triani et al., 2014) yang mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip good
university governance dapat mendeteksi fraud yang terjadi di universitas yang
bersistem BLU. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam pendlitian ini
adalah:
H1l: Implementasi prinsip-prinsip good university governance berpengaruh
negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
2.7.2 Pengaruh kefektifan sistem pengendalian internal terhadap
kecenderungan kecurangan akuntansi
Pengendalian internal merupakan kunci bagi organisasi dalam mencapai
tujuannya. Dengan pengendalian internal yang berjalan efektif makajaannnya
organisasi akan terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan dan kecurangan
yang akan menghambat jalannya roda organisasi. Joseph et al. (2015)
merekomendasikan agar kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang
efektif dan efisien harus diterapkan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan
di dalam kas kabupaten dan institusi lainnya. Menurut Agustina dan Riharjo
(2016) dijelaskan bahwa salah satu faktor terjadinya kecurangan adal ah karena

adanya peluang. Kecurangan yang terjadi karena peluang adalah kecurangan
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yang terjadi karenalemahnya dan tidak efektifnya sistem pengendalian internal.
Zakaria et al. (2016) menemukan kontrol internal yang buruk membuka pel uang
terjadinya kecurangan dan mempermudah pihak-pihak ayang akan melakukan

kecurangan.

Sementara di Indonesia beberapa penelitian seperti Thoyyibatun (2012),
Shintadevi (2015), Eliza (2015) dan Dewi (2017) menyatakan bahwa
kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dikurangi dengan pengendalian
internal yang efektif. Hasil penelitian mereka menunjukan bahwa efektifitas
pengendalian internal akan memberi pengaruh yang negatif terhadap tingkat
kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin efektif pengendalian interna
maka semakin berkurang tingkat kecurangan akuntansi di suatu organisasi.
Berdasarkan uraian ini maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H2: Efektifitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap
kecenderungan kecurangan akuntansi.
2.7.3 Pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan
kecurangan akuntans
K etaatan aturan akuntansi diartikan sebagai ketaatan perusahaan atau organisas
terhadap aturan akuntansi. Bentuk aturan akuntansi antaralain standar akuntansi
yang dibuat oleh lembaga tertentu yang berwenang dalam pembuatan regulas
akuntansi. Dalam perusahaan yang berhubungan langsung dengan aturan
akuntans adalah para akuntan dan para penanggungjawab penyusun laporan
keuangan. K etika seorang akuntan tidak menyusun laporan sesual dengan aturan

akuntans yang berlaku, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi
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salah sgji. Penyebab terjadinya salah sgji dalam laporan keuangan adalah adanya
kecurangan yang dilakukan oleh penyusun |aporan keuangan berupa

ketidaktaatan terhadap aturan akuntansi.

Wolk dan Tearney (sebagaimana dikutip dalam Thoyyibatun, 2012) menjelaskan
bahwa secarateoritis, ketaatan akuntans juga merupakan kewajiban. Sebab, jika
laporan keuangan dibuat tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku, keadaan
tersebut dinyatakan sebagal suatu bentuk kegagalan dan akan menimbulkan
kecenderungan kecurangan atau perilaku tidak etis yang tidak dapat atau sulit
ditelusuri auditor. Penelitian Adelin (2013) dan Shintadevi (2015) juga
membuktikan bahwa ketaatan terhadap aturan akuntansi mempunyai pengaruh
signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya bahwa
semakin suatu instans taat pada aturan akuntansi maka semakin rendah tingkat
kecenderungan kecurangan akuntansi. Thoyibatun (2012) juga menjelaskan
bahwa akuntabilitas bisa mendorong terbentuknya budaya organisasi dan
perilaku anggota organisas yang dapat menurunkan potensi kecurangan
akuntansi. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H3: Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan

kecurangan akuntansi.
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2.8 Modédl Pendlitian
Berdasarkan pengembangan hipotesis, maka model penelitian dalam penelitian ini

dapat digambarkan sebagai berikut:

Implementasi
Good University
Governance (X1) H1
K eefektifan Sistem Kecenderungan
Pengendalian H2 Kecurangan
Internal (X2) 1 Akuntansi (Y)

H3

K etaatan Aturan
Akuntansi (X3)

Gambar 2.1 Modd Pendlitian



BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1 Populas dan Sampel Pendlitian

3.1.1 Populas Pendlitian

Dalam sebuah penelitian, populasi merupakan sumber data utama guna
menyempurnakan dan pencapaian tujuan sebuah penelitian. Pada penelitian ilmiah
selau dihadapkan pada masalah populasi dan sampel, untuk itu dengan pemilihan
populasi dan sampel secaratepat, maka dapat memudahkan pencapaian tujuan

dalam penelitian.

Populasi jugadiartikan sebagal kelompok elemen yang lengkap (Kuncoro, 2013,
p.118). Populasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah seluruh
pegawal yang mengelola keuangan yang ada di Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Negeri (PTKIN) yang bersatatus Badan Layanan Umum yang berada di
bawah pengelolaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Daftar PTKIN yang

bersatatus Badan Layanan Umum dapat dilihat pada Tabel 3.1:



Tabel 3.1 Data Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
Berstatus Badan Layanan Umum di Indonesia
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No. PTKIN
1 UIN Ar Raniry Banda Aceh

2 UIN Sumatera Utara Medan

3 UIN Imam Bonjol Padang

4 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

5 UIN Raden Fatah Palembang

6 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

7 UIN Raden Intan Bandar Lampung

8 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
9 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

10 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung

11 | UIN Walisongo Semarang

12 | UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta

13 | UIN Sunan Ampel Surabaya

14 | UIN MaulanaMalik Ibrahim Malang

15 | UIN Mataram

16 | UIN Alaudin Makassar

Sumber: Bagian Organisasi Kementerian Agama Rl (2017)

3.1.2 Sampé Pendlitian

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi atau sebagian populasi yang menjadi subyek penelitian yang dapat
mewakili populasi penelitian. Menurut Kuncoro (2013) sampel adalah suatu
himpunan bagian dari unit populasi. Penyempurnaan sebuah penelitian dapat
dilakukan dengan melakukan pemilihan sampd yang tepat. Gay dan Diehl (1996)
mengutarakan untuk penelitian yang sifatnya menguji hubungan menggunakan
regresi/korelasional, minimal diambil 30 sampel. Dalam pengambilan sampel

tentunya perlu menggunakan beberapa metode.

Metode pemilihan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive

judgement sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian terhadap
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beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuai kan dengan maksud
penelitian (Kuncoro, 2013, p.139). Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang
mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi sehingga berkaitan dengan
penyusunan laporan keuangan, maka kriteria pemilihan sampel dalam penelitian
ini:

1) Parapenyusun laporan keuangan tingkat satuan kerja.

2) Paraoperator aplikasi pendukung laporan keuangan Instansi

3) Para penanggungjawab penyusunan laporan keuangan tingkat satuan kerja

dalam hal ini dipegang pejabat eselon |11 dan eselon V.
Berdasarkan kriteria tersebut maka yang menjadi sampel penelitian adalah:
1. Kabag Keuangan sebagal penanggung jawab laporan keuangan

2. Kassubag Keuangan sebagal ketua tim penyusun laporan keuangan

w

. Penyusun laporan keuangan sebagai pembuat draft |aporan keuangan

4. Operator SAIBA dan SIMAK BMN sebagai petugas akuntansi yang
mendukung penyusunan laporan keuangan

Jumlah PTKIN-BLU di Kementerian Agama yang termasuk dalam penelitian

yaitu berjumlah 16 PTKIN-BLU (dengan asumsi jumlah responden per PTKIN

berjumlah 5 responden, dengan total 80 responden).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh dengan menggunakan survey lapangan yang menggunakan
semua metode pengumpulan data orisinal. Sementara data sekunder atau data
yang diperoleh dari lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada

masyarakat pengguna data berupa data perguruan tinggi (Kuncoro, 2013, p.148).



41

Metode survey dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada para pegawai dan
pejabat di setiap PTKIN yang berjumlah 5 set kuesioner, sehingga jumlah
kuesioner untuk 16 PTKIN-BLU yang ada di Indonesia berjumlah 80 kuesioner.
Kuesioner dibuat dengan menggunakan google form dan dikirim langsung kepada
responden melalui email dan whatsapp. Penggunaan google form dan media surat
elektronik menurut penulis lebih efektif dan lebih cepat untuk mengatasi kendala
waktu dan jarak dengan biaya yang relatif |ebih murah. Skala pengukuran
kuesioner menggunakan 5 skala likert, dimana jawaban setiap item instrumen
mempunyai gradiasi mulai dari Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu (R), Tidak

Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

3.2 Operasional Variabel Pendlitian

Penelitian ini menggunakan analisis Partial Least Square (PLS). PLS merupakan
analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat
melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural.
Ghozali (2014) menjelaskan bahwa PL S adalah metode analisis yang bersifat soft
modeling karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala
tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel). Di dalam
analisis SEM variabel kunci yang menjadi perhatian adalah variabel laten,
variabel laten dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu variabel eksogen dan variabel
endogen. Variabel eksogen selalu muncul sebagai variabel bebas pada semua
persamaan yang ada di dalam model. Sedangkan variabel endogen merupakan
variabel terikat pada paling sedikit satu persamaan di dalam model, meskipun di

semua persamaan sisanya variabel tersebut adal ah variabel bebas (Wijanto, 2016,
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p.10). Di dalam analisis Partial Least Square Variabel dependen disebut sebagai
variabel endogen dan variabel independen disebut variabel eksogen (Ghozali,

2014).

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kecenderungan Kecurangan
Akuntansi yang selanjutnya disebut Y, dimana variabel dependen atau variabel
terikat merupakan variabel yang dipengaruhi dan mengalami perubahan
dikarenakan adanya variabel independen. Guna mengukur variabel dependen,
diperlukan indikator-indikator sebagai alat uji pada penelitian. Instrumen yang
digunakan untuk mengukur kecenderungan kecurangan akuntansi terdiri dari lima
item pertanyaan yang dikembangkan oleh Wilopo (2006) dari SPAP, seksi 316
[Al, 2001 yaitu:

1. Kecenderungan untuk melakukan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan
catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya.

2. Kecenderungan untuk melakukan penyajian yang salah atau
penghilangan peristiwa, transaksi, atau informasi yang signifikan dari
laporan keuangan.

3. Kecenderungan untuk melakukan salah menerapkan prinsip akuntansi
secara sengaja.

4. Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah
akibat pencurian (penyal ahgunaan/penggel apan) terhadap aktiva yang

membuat entitas membayar barang/jasa yang tidak diterima.
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5. Kecenderungan untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang salah
akibat perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva dan disertai
dengan catatan atau dokumen palsu dan dapat menyangkut satu atau

lebih individu di antara manajemen, karyawan, atau pihak ketiga.

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi

atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah good university governance

yang selanjutnya disebut X1, keefektifan sistem pengendalian internal yang

selanjutnya disebut X2, dan ketaatan aturan akuntansi yang selanjutnya disebut

X3.

a. Implementas Prinsip-Prinsip Good University Governance
Variabel ini dikembangkan dari teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976)
dimana penerapan prinsip-prinsip good university governance timbul terkait
adanya permasal ahan perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen.
Teori keagenan juga yang menjadi dasar teori pembentukan Satuan Kerja Badan
Layanan Umum (Pasaribu, 2014). Indikator dalam variabel ini diadopsi dari
penelitian (Slamet, 2015) dan (Triani et al., 2014) yaitu: transparansi,
akuntabilitas, efektifitas, supremasi hukum dan partisipasi. Sedangkan
pertanyaan dalam kuisioner dikembangkan dan dimodifikasi dari indikator

penelitian Solihin (2007) dalam Slamet (2015) dan penelitian Syamsir (2014).



b. Keefektifan Sistem Pengendalian Internal
Pengendalian internal sebagai variabel independen menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 yaitu proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan. Indikator dalam variabel ini diadopsi dari COSO
(2013) dan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 yaitu: lingkungan
pengendalian, penaksiran risiko, standar pengendalian, informasi dan
komunikasi, serta pemantauan. Sedangkan pertanyaan dalam kuisioner
dikembangkan dan dimodifikasi dari penelitian Wilopo 2006. Respons dari
responden diukur dengan skala Likert 1 — 5, semakin tinggi nilai yang

ditunjukan maka pengendalian internal semakin tidak efektif

c. Ketaatan Aturan Akuntans
Ketaatan aturan akuntansi didefinisikan sebagai tingkat kesesuaian prosedur
pengel olaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi, dan penyajian
laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya (Thoyibatun, 2012).
Standar akuntansi yang menjadi acuan dalam penyusunan |aporan keuangan
BLU adalah standar akuntansi yang tertuang dalam PP nomor 71 tahun 2010
tentang standar akuntansi pemerintahan dan PSAP nomor 13 tentang
penyajian laporan keuangan BLU. Indikator dalam variabel ini diadops dari 8

item pertanyaan yang dikembangkan dalam penelitian Al (sebagaimana



dikutip dalam Wilopo, 2006) mengenai kode etik akuntan yaitu: tanggung
jawab penerapan, kepentingan publik, integritas, objektifitas, kehati-hatian,
kerahasiaan, konsistensi dan standar teknis. Sedangkan pertanyaan dalam

kuisioner dikembangkan dan dimodifikasi dari penelitian Wilopo (2006).

Penjelasan tentang definisi dan operasional disetiap variabel adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.2 Operasiona Variabel

Variabel

Dimensi

Indikator

Kuisioner

Kecenderunga
n Kecurangan
Akuntansi
(Wilopo,
2006)

Fraudulent
Satements
(Tuanakotta,
2014); (ACFE,
2000)

. Kecenderungan untuk melakukan

manipulasi, pemalsuan, atau
perubahan catatan akuntansi atau
dokumen pendukungnya.

. Kecenderungan untuk melakukan

penyajian yang salah atau
penghilangan peristiwa, transaksi,
atau informasi yang signifikan
dari laporan keuangan.

. Kecenderungan untuk melakukan

salah menerapkan prinsip
akuntansi secara sengaja.

1

Asset
Missapropriatio
n (Tuanakotta,
2014); (ACFE,
2000)

. Kecenderungan untuk melakukan

penyajian laporan keuangan yang
salah akibat pencurian

(penyal ahgunaan/penggel apan)
terhadap aktiva yang membuat
entitas membayar barang/jasa
yang tidak diterima.

. Kecenderungan untuk melakukan

penyajian laporan keuangan yang
salah akibat perlakuan yang tidak
semestinya terhadap aktiva dan
disertai dengan catatan atau
dokumen palsu dan dapat
menyangkut satu atau lebih
individu di antara manajemen,
karyawan, atau pihak ketiga.

45



Tabdl 3.2 (lanjutan)

Penerapan Transparansi 1. Tersedianyainformas yang 1
Prinsip- Slamet et al. memadai pada setiap proses
Prinsip Good | (2015); UNDP penyusunan dan impelementasi
University (1997); LAN kebijakan publik
Governance (2003); UU No 2. Adanyaaksesinformas yang 2
(Slamet et al., | 30/2002; Muhi siap, mudah dijangkau, bebas
2015) (n.d); Wahab diperoleh, dan tepat waktu
(2016)
Akuntabilitas 1. Adanyakesesuaian antara 3
Slamet et al. pel aksanaan dengan SOP
(2015); UNDP 2. Adanyaoutput atau outcome 4
(1997); LAN yang terukur
(2003); UU No 3. Adanyakejelasan 5
30/2002; Muhi tanggungjawab antara pembina
(n.d); Wahab teknis dan keuangan, dewan
(2016); Muktiyanto pengawas, pengelola BLU dan
(2016 SPI
Partisipasi 1. Adanyapemahaman 6
Slamet et al.(2015); penyelenggara negara tentang
UNDP (1997); proses partisipatif
Muktiyanto (2016 | 2. Adanya keputusan yang 7
berdasarkan konsensus bersama
Supremasi Hukum | 1. Adanya peraturan perundang- 8
Slamet et al.(2015); undangan yang tegas dan
UNDP (1997); konsisten.
LAN (2003); UU 2. Adanya penegakan hukum yang 9
No 30/2002 adil dan tidak diskriminatif.
3. Adanyakesadaran dan 10
kepatuhan terhadap hukum.
Efektifitas 1. Bagaimanastrategi pencapaian 11
Slamet et al (2015); visi, misi dan tujuan
UNDP (1997); 2. Penggunaan sumber daya 12
secara efektif dan efisien untuk
pencapaian visi dan misi
universitas
Keefektifan Komponen 1. Lingkungan pengendalian, 1
Sistem Pengendalian 2. Penaksiran risiko, 2
Pengendalian | Interna (Arens, 3. Standar pengendalian, 3
Internal 2010) 4. Informasi dan komunikasi 4
(COSO (2013) 5. Sertapemantauan 5
dan PP No 80
Tahun 2008)
Ketaatan 1. Tanggung jawab penerapan 1
Aturan 2. Integritas 2
Akuntansi 3. Objektifitas 3
(1A1, 1998) 4. Kehati-hatian 4
5. Kerahasiaan 5
6. Konsistens 6
7. Standar teknis 7
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3.3 Metode Pengumpulan Data
M etode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode survey, yaitu dengan cara pengumpulan data primer dari para
responden yang terpilih menjadi sampel penelitian. Kuesioner penelitian
disusun dengan cara mengajukan pernyataan tertutup serta pilihan jawaban
untuk disampaikan kepada responden penelitian. Dengan skala Likert
penyusunan kuesioner penelitian terdiri dari 12 butir pernyataan variabel
penerapan prinsip-prinsip good university governance, 5 butir pernyataan
variabel keefektifan sistem pengendalian internal, 7 butir pernyataan
variabel ketaatan aturan akuntansi, dan 5 butir pernyataan variabel
kecenderungan kecurangan akuntansi. Dari deskripsi operasional masing-
masing variabel tersusun 29 item pernyataan untuk disampaikan kepada
para responden yang menjadi sampel penelitian.

2. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
mempelgari, mengutip, dan memasuki berbagai informasi dan teori yang
dibutuhkan untuk mengungkap masalah yang dijadikan obyek penelitian
dan untuk menyusun konsep penelitian. Studi kepustakaan merujuk pada
buku-buku, dokumen-dokumen, dan materi tulisan yang relevan dengan
kebutuhan dan tujuan pendlitian. Studi kepustakaan merupakan kegiatan
awal penelitian, termasuk penelitian pendahuluan yang dil aksanakan dalam

rangka penyusunan usulan penelitian.
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3.4 AnalissData

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan menggunakan pendekatan
partial least square (PLS). PLS merupakan statistika multivariat yang mampu
menguji hubungan antara variabel dependen berganda dengan variabel
independen berganda (Hartono dan Abdillah, 2014). PLS merupakan salah satu
metode statistika Sructural Equation Model (SEM) berbasis varian yang dapat
digunakan ketika terdapat permasalahan pada data, seperti ukuran sampel
penelitian kecil, datatidak terdistribusi normal, dan adanya data yang hilang
(Hartono dan Abdillah, 2014; Hair et al., 2012). PLS dapat melakukan pengujian
model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model) secara
simultan (Hartono dan Abdillah, 2014). Model pengukuran digunakan untuk
mengetahui hubungan antaraitem yang diobservasi (instrumen penelitian) dengan
variabel laten dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas (Hartono dan

Abdillah, 2014).

34.1 Uji Kualitas Data

Evaluas kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat
dilakukan dengan melalui uji reliabilitas dan validitas (Hair et al., 2012). Uji ini
dilakukan untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penédlitian ini

adalah valid dan reliabel.
a) Uji Vdliditas
Dilakukannya uji validitas bertujuan untuk memeriksa apakah isi kuesioner sudah

tepat untuk mengukur apa yang ingin diukur dan cukup dipahami oleh semua



49

responden. Pengujian validitas menggunakan Partial Least Square (PLS) dapat
dilihat dari pengujian validitas convergent dan discriminant. Convergent Validity
dinilai berdasarkan besarnyanilai loading yang menunjukkan korelasi antara item

score dengan construct score (Ghozali, 2014).

Nilal loading refleksif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan
konstruk yang ingin diukur dan ini sangat direkomendasikan, namun demikian
untuk penelitian tahap awal nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup (Chin,
1998 dalam Ghozali, 2014). Dalam penelitian ini nilai loading > 0,50 dianggap
baik. Selain itu convergent Validity dinilai dengan melihat nilai AVE (Average
Variance Extracted). Jikanila AVE > 0,50 maka dikatakan model memiliki nilai

Convergent Validity yang baik (Henseler et al., 2009).

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi alat ukur
yang digunakan, sehingga bila aat ukur tersebut digunakan kembali untuk
meneliti obyek yang sama dengan teknik yang sama dengan waktu yang berbeda,
maka hasil yang diperoleh tetap sama. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika

nilai Composite Realibility Measure > 0,70 dan Cronbach Alpha > 0,70.

3.4.2 Pengukuran Model Struktural

Setelah analisis pengukuran model dilakukan, tahap selanjutnya yang dilakukan
adalah pengukuran model struktural atau inner model. Model struktural
digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observas yang dihasilkan model

dan juga estimasi parameternya. Model struktural dievaluasi dengan
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menggunakan koefisien determinasi atau R? untuk konstruk dependen dan Sone-
Gei sser-Q-Square atau Q? untuk mengatahui apakah model memiliki Predictive
Relevance. Interpretasi R? sama dengan interpretasi padaregres yaitu untuk
menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sementara Q?
mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi
parameternya. Nilai Q® > 0 menunjukkan bahwa model memiliki predictive
relevance. Besaran Q-square memiliki nilai dengan rentang 0 < Q*< 1, dimana

semakin mendekati 1 berarti model semakin baik (Ghozali, 2014).

3.4.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pengaruh langsung dengan menggunakan SEM-PL S dapat
dilakukan dengan melihat nilai probabilitas dan nilai t-statistiknya (Ghozali,
2014). Untuk nilai probabilitas, nilai p-value dengan a = 5% adalah kurang dari
0,05. Nilai t-tabel untuk o = 5% adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan Ha dan

penolakan HO adalah jika nilai p < 0,05 dan t-statistik > 1,96.



BABV
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh good university governance,
keefektifan sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi terhadap
kecenderungan kecurangan akuntansi. Peneliti melakukan survei terhadap para
penanggungjawab penyusun laporan keuangan baik eselon tiga dan pejabat eselon
empat serta para operator dan penyusun laporan keuangan pada Satuan Kerja

Badan Layanan Umum di Kementerian Agama.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan

sebagal berikut:

1. Good university governance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin tinggi tingkat good
university gover nance, maka semakin berkurang kecenderungan kecurangan
akuntansi.

2. Keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin efektif
sistem pengendalian internal suatu organisasi maka semakin rendah tingkat

kecuarangan akuntansi.
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3. Ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap
kecenderungan kecurangan akuntansi. Diduga penyebab tidak diterimanya
hipotesis disebabkan karena tingkat ketaatan aturan akuntansi adal ah faktor
yang sulit dideteksi oleh auditor sebagaimana pendapat Wolk dan Tearny
(sebagaimana dikutip dalam Thoyyibatun, 2012).Tidak diterimanya hipotesis
ketigaini menunjukkan bahwa meningkatnya ketaatan aturan akuntansi di
PTKIN berbadan layanan umum tidak berpengaruh terhadap menurunnya
tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini terlihat dari hasil
pengujian variabel ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap

kecenderungan kecurangan akuntansi.

5.2 Keterbatasan Pendlitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan, yaitu:

1. Pendlitianini hanyadilakukan pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum di
lingkup Kementerian Agama.

2. Pendlitian ini menggunakan metode survel dengan kuesioner sehingga
memungkinkan terjadinya ketidakobjektifan dalam menjawab kuesioner dan
akan mempengaruhi validitas hasil. Hal ini berbeda jika data diperoleh juga
dengan wawancara.

3. Pendlitian ini hanyaterbatas pada variabel good university governance,
keefektifan sistem pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi,
sementara masih ada variabel lain yang bisa mempengaruhi kinerja

kecenderungan kecurangan akuntansi.
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53 Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya dapat diberikan
saran kepada masing masing pemangku kepentingan yaitu:

1. Berdasarkan hasil pengujian bahwaimplementasi GUG dan keefektifan SPI
di satuan kerja Perguruan Tinggi Berbadan Layanan Umum mempunyai
pengaruh yang positif dalam mengurangi perilaku fraud. Walaupun sudah
baik, universitas disarankan untuk tidak terlena dan tetap menjaga dan bahkan
memperkuat lagi implementasi GUG dan pengendalian internal di perguruan
tinggi dengan melakukan berbagai inovas serta peningkatan sumber daya
manusia. Selain itu kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi,
Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun
Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan GUG dan Pengendalian Internal
diharapkan akan meningkatkan kinerja GUG dan efektifitas pengendalian
internal organisasi. Karena pada dasarnya mempertahankan sesuatu sudah
berjalan baik Iebih sulit daripada untuk mencapainya.

2. Agar dalam penelitian selanjutnya dalam mengukur variabel good university
governance, indikator yang digunakan bukan hanya 5 prinsip good
governance tapi bisa menggunakan 8 prinsip good university governance
menurut Direktorat Pendidikan Tinggi yaitu transparansi, akuntanbilitas,
tanggungjawab, independensi, adil, penjaminan mutu dan relevans,
efektifitas dan efisiensi sertanirlaba. Kedelapan prinsip tersebut yang saat ini
dijalankan oleh seluruh perguruan tinggi dibawah Dikti. Sehingga diharapkan

hasil penelitian akan lebih tepat lagi.
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Indikator ketaatan aturan akuntansi masih menghasilkan ketidakkonsistenan
hasil penelitian. Untuk itu dalam penelitian selanjutnya dapat
mengembangkan dimensi dan indikator baru yang dapat |ebih akurat
mengukur masing masing variabel penelitian dengan lebih baik.

Hasil pengujian terhadap ketaatan aturan akuntansi menujukkan bahwa
variabel ini lemah di lingkungan PTKIN-BLU, sehingga disarankan agar
pimpinan perguruan tinggi untuk memperketat dan melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan aturan-aturan keuangan dan akuntansi agar bentuk-
bentuk kecurangan yang tidak bisa dideteksi oleh auditor menjadi lebih
sedikit. Sehingga diharapkan berbaga bentuk keti dakpatuhan yang muncul
dari hasil pemeriksaan BPK dan hasil evaluasi kementerian keuangan tidak
terulang kembali.

Agar dalam penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kuesioner yang
digunakan untuk menggali persepsi responden, sehingga kuesioner yang
digunakan dapat lebih baik dalam menangkap persepsi responden secara lebih
akurat.

Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya memperluas lingkup penelitian tidak
hanya Perguruan Tinggi BLU di lingkup Kementerian Agama sgja tetapi juga
seluruh perguruan tinggi negeri yang berbadan layanan umum seperti pada
perguruan tinggi pada Kemenristekdikti dan Kementerian Kesehatan agar

hasilnya dapat diperbandingkan.
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